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‘Buruh Keberatan UMK Naik 6,5 Persen |

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Da-
erah Istimewa Yogyakarta (DIY) me-
netapkan kenaikan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) sebesar 6,5 persen untuk ta-
hun 2025.

UMK Yogyakarta 2025 dite-
tapkan naik 6,5 persen menjadi
Rp2.655.041. Meski demikian, ke-
naikan Rp162.044 dirasa belum sig-
nifikan dan masih jauh dari survei
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di
kisaran Rp4 juta.

Salah seorang pekerja di Kota Yog-
yakarta, Maulidina menyebut, kena-

ikan UMK 6.5 persen itu ‘sama saja
bohong'. Ini karena kenaikan UMK
tahun depan dibarengi pula dengan
lonjakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) menjadi 12 persen.

“UMK naik, tapi dibarengi dengan
harga-harga yang ikul melambung
linggi, ya sama saja bohong,” tandas-
nya, Rabu (18/12).

Padahal, banderol ragam kebutuh-
an di Yogya terbilang sama dengan
daerah lain, sehingga tidak masuk
akal ketika UMK-nya sangat rendah.
Harapannya, upah minimal bisa di-
selaraskan atau setidaknya mende-
kati survei KHL yang berada di kisar-

an Rp4 juta.

“Ya harusnya bisa mendekati Rp4
juta. Kalau cuma segini-seginf saja,
ya berarti masyarakat dibiarkan hi-
dup tidak layak kan,” ungkapnya.

Dengan UMK yang ‘'malu-malu’
untuk meroket signifikan. angan
warga Kota Yogya untuk membeli
hunian pun semakin berat. Menurut
Maulidina. sekadar bermimpi memi-
liki rumah di Kota Yogya pun butuh
keberanian bagi pekerja segenerasi-
nya.

“Beli rumah di Kota Yogya these
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day merupakan hal yang
nonsense dan tidak mung-
kin. Jadi, saya ngga mau
berharap juga. Harga ru-
mah di atas Rp700 juta,
kan ngga masuk akal buat
pekerja yang gajinya cuma
mepet UMK.” kata Maulidi-

na

Koordinator Majelis Pe-
kerja Buruh Indonesia
(MBPI) DIY, Irsad Ade Ira-
wan menolak keputusan
pemerintah terkait penetap-
an UMK dan UMSK 2025.
Irsad menilai upah yang
ditetapkan masih jauh dari
cukup untuk mencukupi
kebutuhah dasar buruh.

Ta menjelaskan, biaya ke-
butuhan hidup layak (KHL)
yang lebih tinggi dibanding-
kan dengan besaran UMK
membuat para buruh kesu-
litan untuk memenuhi hak-
hak dasar mereka, seperti

dan pendidi

ekonomi biaya tinggi bagi
pengusaha.

Ketika terjadi deindus-
trialisasi akan menyebab-
kan gangguan rantai pasok
yang akan menurunkan
Suplai. Sehingga perusa-
haan-perusahaan akan
semakin menderita, teruta-
ma perusahaan kelas me-
nengah.

“Yang di-warning perusa-
haan kelas menengah, na-
mun ancaman paling besar
di perusahaan besar. Kalau
perusahaan yang mene-
rapkan good corporate go-
vernencenya bagus tahun
2025 masih bisa bertahan,”
katany:

“Perusahaan yang orien-
tasinya dalam negeri harus
bertarung dengan produk
Tiongkok. Industri kelas
menengah akan semakin
banyak yang kolaps.” te-
rangnya.

la menambahkan, yang

pada sektor pekerjaan yang
‘memiliki karakteristik dan
risiko kerja yang lebih be-
rat atau memerlukan spe-
sifikasi khusus.

UMSK untuk sektor Pe-
nyediaan Akomodasi dan
Penyediaan Makan di Kota’
Yogya jadi yang tertinggi,
mencapai Rp2.684.957.77,
Khususnya pada subsektor
hotel dan restoran berskala
besar (lebih dari 200 ka-
mar) maupun Sub Sektor
Restoran skala besar (jum-
lah kursi lebih dari 200).

elum sesuai

Ketua Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Serikat Pe-
kerja Seluruh Indonesia
(SPSI) Bantul, Fardhana-
tun menerima besaran ke-
naikan UMK Bantul pada
2025, walaupun dengan
catatan di DIY sendiri dari
seluruh kabupaten/kota
nilai kenaikan UMK-nya

khu-

saat inl adalah kebijakan
yang kan daya

tinggi.
“Upah yang rendah meng-
hambat pekerja dan kelu-
arganya untuk memenuhi
kebutuhan dasar, terutama
perumahan dan pendidik-
an. Biaya untuk membeli
rumah hampir mustahil
dicapat dengan upah yang
rendah, sementara harga
tanah dan rumah terus me-
lambung,” ungkap Irsad.
“Upah layak adalah hak
asasi pekerja. Setiap bu-
ruh berhak atas upah yang
cukup untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka,
seperti makanan, pakaian,
pendidikan, dan perumah-
an,” tambah Irsad.
Tak bisa menolak
Wakil Ketua Aso:
Pengusaha Indonesia (Apin-
do) DIY Bidang Ketenaga-
kerjaan, Timotius Apriyanto
mengatakan, pengusaha ti-
dak bisa menolak penetapan
UMK dan UMSK dan memi-
lih untuk menaatinya.
Pihaknya memberikan
kritik pada Permenaker 16
Tahun 2024 yang mema-
tok kenatkan 6,5 persen.
Meskipun angka tersebut
moderat dan bisa dirasio-
nalisasi secara akademis,
namun menghilangkan di-
alog tripartit.
“Kan

memi-

saing dunia usaha, dunia
industri, dan dunia kerja.
Kebijakan tersebut juga
harus didukung oleh pe-
merintah pusat maupun
daerah.

Kota tertinggi

Sekretaris Daerah (Sek-
da) DIY, Beny Suharsono,
menyampaikan, Keputusan
tersebut tercantum dalam

eputusan Gubernur DIY
Nomor 483/KEP72024 dan
Nomor 484 /KEP/2024 yang
dikeluarkan R:

ningkatkan kesejahteraan
pekerja di DIY sekaligus
mendorong pertumbuhan
ekonomi di sektor riil.

Kota Yogyakarta menjadi
wilayah dengan UMK ter-
tinggi di DIY, yakni men-
capai Rp2.655.041,81
Sementara itu, Kabupaten
Sleman berada di posi-
si kedua dengan besar-
an UMK Rp2.466.514,86.
disusul Kabupaten Ban-
tul Rp2.360.533.00, Ka-
bupaten Kulon Progo
2.351.239,85, dan Kabupa-
ten Gunungkidul sebesar
Rp2.330.263.67.

Kenaikan UMK sebesar
6.5 persen ini diketahui
telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Kete-

(Pe

sus di Kabupaten Bantul,
besaran_kenaikan UMK
pada 2024 lalu sejumlah
7.26 persen, sedangkan
pada 2025 menjadi 6.5
persen. Artinya, ada penu-
runan persentase kenaikan
UMK pada 2025 sejumlah
0.76 persen.

“Tapi, karena itu sudah
putusan, baik di tingkat pu-
sat, maupun di tingkat ka-
bupaten ya kami menerima
itu. Kami dari pihak-pihak
perusahaan menerima itu
dan tidak mempermasalah-
kan yang menunda kenaik-
an ini," jelas dia.

Pihaknya berharap se-
luruh perusahaan untuk
memberikan besaran gaji
kepada karyawan atau para
pekerja buruh sesuai de-
ngan aturan yang ada. Pi
haknya juga siap memantau
dan menerima aduan apabi-
la ada pekerja buruh yang
mendapatkan gaji tidak se-
suai dengan aturan.

Koordinator Forum Se
rikat Pekerja Kulon Progo,

aufik Riko menyatakan
bahwa besaran UMK 2025
sudah realistis. Namun be-
lum ideal sesuai harapan
mereka. Pihaknya mengi-
nginkan kenaikan sckitar 7
mpai 8 persen.

Sebagai perbandingan,
UMK 2024 Kulon Progo
kenaikan sebe-

ami
lih menaati sampai mentok
ya. Kami cuma berteriak
situasinya mentok. Dengan
adanya fenomena ketidak-
pastian global, deindustri-
alisasi di dalam negeri ini
membuat daya saing indus-
tri dan usaha turun jauh,"
Katanya, Rabu (18/12)
Menurut dia, mestinya
pemerintah memberikan
stimulus kebijakan untuk
pajak serta mewujudkan
iklim kemudahan berusa-
ha. Pasalnya industri da-
lam negeri mengalami fe-
nomena deindustrialisasi,
sehingga perlu mengurangi

Nomor 16 Tahun 2024 ten-
tang Penetapan Upah Mini-

‘mum Tahun 2025.
“Besaran UMK setiap ka-
bupaten/kota ditetapkan
berdasarkan rekomendasi
dari Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota setelah
berba-

sar 7.67 persen jika diban-
dingkan UMK 2023. Adapun
UMK 202 Kulon Progo no-
Rp2.207.736,00.
Ia berharap para pekerja
bisa menerima keputusan

i faktor, termasuk kon-

tersebut

ngmaha juga diminta
unt besar-
an UMK yang baru mulai

butuhan hidup layak (KHL)
pekerja,” .
Pemda DIY juga mene-
tapkan UMSK dengan ke-
naikan serupa, yakni 6.5
persen. Besaran UMSK
berbeda-beda tergantung

suai
Kepumsan Gubernur DIY.
“Jika ada pengusaha yang
keberatan, tentunya harus
menyampaikannya lewat
mekanisme sesuai pros
dur.” ujar Taufik. (han/aka/
hda/alx/nei/maw)
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